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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “Perlindungan 

Hukum bagi Pekerja Penyandang Cacat Fisik di Yayasan Penyandang Cacat 

Mandiri”, dapat disimpulkan bahwa Yayasan Penyandang Cacat Mandiri 

telah memberikan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang cacat, 

berupa penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja dan alat pelindung diri. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, pelaksanaan 

perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal, 

khususnya dalam hal pemenuhan alat pelindung diri. Hal ini dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu, modal yang dimiliki pemberi kerja, minimnya 

pengawasan dari pemerintah, kurangnya kesadaran pekerja dalam 

menggunakan alat-alat keselamatan kerja, serta persepsi masyarakat yang 

terus mendiskriminasi kemampuan penyandang cacat sebagai sumber daya 

manusia yang produktif. 

 

B. Saran 

       Dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan saran –saran 

sebagai berikut : 
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1. Bahwa Yayasan Penyandang Cacat Mandiri telah melaksanakan apa 

yang telah ditentukan dalam Pasal 67  Undang – Undang Nomor 13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan memberikan perlindungan 

terhadap tenaga kerja penyandang cacat terkait aksesibilitas, alat kerja 

dan alat pelindung diri. Hal itu hendaknya dipertahankan oleh 

perusahaan dan lebih ditingkatkan lagi pemenuhannya, sehingga tidak 

ada pihak -pihak yang dirugikan. 

2. Pentingnya terjalin hubungan harmonis antara semua pihak, baik itu 

pemberi kerja, pekerja, pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, 

peran serta pemerintah dan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi, 

sehingga akan meningkatkan kesejahteraan pekerja penyandang cacat 

yang juga akan berpengaruh pada produktifitas pekerja. 

3. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan dinamika 

kehidupan sosial yang terus berkembang, masalah–masalah  

ketenagakerjaan juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu pembuat 

undang-undang diharapkan dapat menyempurnakan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur masalah ketenagakerjaan yang 

semakin hari semakin kompleks. Sehingga, nantinya seluruh 

permasalahan, khususnya mengenai pekerja penyandang cacat dapat 

diselesaikan dengan cara yang bijaksana. 
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